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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
HOMOR 7 TAHUN 2015

TENTARG

PERUBAHAN KEDUA ATAS FERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMORK 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

Menimbang

Mengingst

k.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIHOTA METRO,

bahwa Pajak Dasrah merupakan salah  sstu sumber

pendapatan daerah vang penting guna membiaym pelaksanaan
Pemerinlaban Daerah;

hahwa dengan berlalunya Peraturan Dasrah Kola Metro Nomor
2 Tahun 2012 tentang Pajok Daerah sehagaimana telah diubah
dengan Peraturan Dacrah Kota Meitro Momor 7 Tabhuon 2012
masih terdepat kendala dalam pelaksanasannyn sehingsga perlu
diadakan penyempumaan Peraturan Dacrah tersebut;

buhwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksod
dalam buruf a, dan huruf b, perlu menetapken Peraturan
Dacrah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;

Undang-Undang Nomor 8 Tehun 1981 tentang Hultum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indoncsia “Tahun 1981
Nomor 76, Tumbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 3258);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tenlang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa | Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686 schagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran
Nepnra  Eepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemnbentukan
Kabupaten Dati I Way Kanan, Kabupaten Dati I Lampung
Timur dun Kotamadya Dati Il Metro (Lembearan Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825):

Undang-Undang Numer 14 Tehun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 27, Tumbghan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4189);



10.

11.

12

13.

14.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tcntang Kevangan
Negara [Lembaran Negara Republik Tndomesia Tahun 2003
Nomor A7, Tambahan Lembaran Wegara Republik Tndoncsia
Nomnor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Megara  (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Momor 3, Tambahan lLembaran MNegara Republik Indoncsia
Nomor 423053);

Undang-Undang Nomwor 33 Twhun 2004 tcntang Perimbangan
Kousngan Antars Pemerintah Pusat den Pemerntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Tndonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambuahan Lembaran Negara Republik
Iindoresia Nomor S049);

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 lentong Pemerintahan
Diacrah  (Lembaran Negara Republik Indenesio Tahun 2014
Numor 244, Tembahan Lemboaran Negara Republilke Indonesia
Nomor 3387) sebagsimana telah diubab beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang MNomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2015
lkkmang Femerintahan Dacrab (Lemburan Negara Republik
Indonesia Tahon 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nepara
Rcpuldik Indonesia Nomor 5697);

Peraluran  Pemcrintah Nomor 27 Tahun 1983 tenlang
Pelaksanuan Kitabh Undang-Undang Hulkoum Acara Pidans,
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
sebaguimsna  relah  diubah  dengan Peraturan Pemerintah
Notnor 38 Tahun 2010 {(Lembaran Nogara REepublik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 90, Tamhahan Lembaran Nepara Repuhlik
Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemcrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelnlaan Eeuangan Daersh (Lembaran Negara Republilk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 1440, Tambahan Lemharan
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan I'emerintah Nornor 45 Tahun 2003 tentang Tanf atas
Jenis onerimaan Negsrs Bukan Pojak vang Berlaku pada
Deparlernen Energi dan Sumber Davn Mineral (Lembaran
Newpara Mepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96);

Peraturan Pemeriniah Nomor 79 Tahun 2005  tentang
Pedoman Pembiogan  dan Pengawasan  Penyelehpearaan
Memerintahan Daerabh (Lembaran Negara Repulilik [ndonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 4593);

Peraluran Menteri Dalam Negeri Nommor 80 Tahun 2015
tentang Pembienluken Produk Huloom Dascah (Rerila Nepora
Recpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

e



Menetapkan

15. Peraturan Dacrah Kota Metro Nomeor 2 Tahun 2012 tentang
Fajak Daersh (Lembaran Daerah Kota Metrp Tahun 2012
Nomor 03, Tarmbahan Lembaran Dacrah Kota Motro Nomor 03)
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Metro Nomor 7 Tahun 2012 (Lemburan Dasrah Kora Melro
Tahun 2012 Nomor 08

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
DAN
WALIKOTA METRO

MEMUTUSEAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH ROTA METED HOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PAJAR DAERAH

Pasal [

Bebernpu ketentuan dalam Peraturan Dasrah Kola Metrn Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pajak Daernn (Lembaran Dacrah Kois Metro
Tahun 2012 Nomor 03, Tambuahan Lembaran Dacrah Kota Metro
Nomor 03] sebagaimana lelah diubah dengan Poramismn Daerah
kKota Mciro Nomor 7 Tahun 2012 (Lembsaran Dacrah Kota Metro
Tahun 2012 Nomor (8, Tammbahan Lembarun Daerah Kota Melro
Nomor 08) diubah scbagai berilour ;

1. Kelemtuan Pasal | angka 2 dan anglka 3 diubah, sehingoa ketentuan
Pasal 1 berbunyi sebapsi beriloat;

BAB I
HETENTUAN UMUM

Paszal 1
Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan ¢

1. Daerah adalah Duerah Kota Metrs |

2. Pemerinluh Dacrah adalah Eepula Dacrah sebagsi unsur
petiyelenggara Pemerviniahan Doerah yang memimpin
pelaksanuan urusan Pomcrintaban yang menjadi kewenangan
Daerah (Monomi,

3. Dewan Perwakilan Rekyat Dacrah yang selarmjulnys disinglear

DPRD  adalah Lembags Perwakilan Rekyst Dacrah  yang
berkedudulkon  asbagai unsin  penyelenpgam Pemcrintalian

Daerah.
Walikotn adealah Walikola Metro.

2, Pejabat adalah Pegawai yvang diberi tugas tertentu di bidang
porpatjokan  duersh  scsual dengan  peraturan  perundanie-
undangan.

Peraturan Dacrah adalal Peraturan Dacrah Kota Mebro.
. Peruluran Whalilkora adalab Peratursn Waliloorn, Metyo,

A
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8. Pajak Daergh yang selamjutnya diselogt Fajalt acdalah kontribus wajil
kepada Daerah yang leritang oleh orany pribadi stan badan vang bersifat
memaksa  berdasarkan Undang-Undang dengan  ticalk mendapal kan

mmbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bag
scbesar-Desartva kema kmmuran rakyal,

9. DBadan adalah selampulan oreng dan atau modal ¥ANZ merupakan
kesatvan, baik vang melakulan usahy maupun yang lidak melakykan
u:::aha yang meliputi perseroan terbatas, perservan komanditer, perseroan
lainmya, badan usaha milik Negara [RUMN), atau badan usaha milik
Daerah (BUMD)] dengan tiama dan dalam bentul Aapapun, firma, kongsi
koperasi, dana pensiun, pereckuluen, perkumpulan, yayasan, n:ga.nisaa;
magsa, organisasi susial politk, atao organizasi lainnye, lembega den
bentuk badan lainnya termasuk kontrak mvestssi kolektil dan beniuk
usaha letap,

10, Pajak Hotel adalah pajak = las pelavanan vang disedialan oleh hotel,

1l. Holel adaleh fasilitgs penyedin jusa penginapan, peristiruhatan termasulke
jasa terkail lainna dengan dipurngut bayaran, yang moncakup fuga motel,
1rmmnlrn, gubuk pariwisata, wizma pariwisata, pesanggrahan, rummb
Pengmapsan dan sejenisnys, serta rumah kos dengan jumlah komar lebih
dari 10 [zsepuluh).

12. Pajak Restoran adalsh Pajak alas pelayanan yang discdiakan oleh restoran,

13. R_:-.smmn adalah fasilitns penvedia makanan dan/atan minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah mekan, kaferaria, Lkuantin,
warang, bar, dan sejenisnyva lermasulk Jasa boga /katering.

14, Pajak Hiburan adalah Pajak atus penyelenggaraan hiburan.

13. Hiburan adalah semua jenis mtonan, pertunjukan, permainan, dan/atau
keramaian vang dinikmali dengan dipungut bayaran,

16. Pajak Reldame adalah pajak alas penvelenggaraan reldame.

7. Reklame adalah benda, alai, perbuatan, aran media vang bentisk dan corals
ragamnya dirancang unlulk tuan  komersisl  memperkenallan,
menganjurkan, mempromosikan, atan untuk menarik perhatian  wmum
terhadap burang, jasa, orang, atau badan, vang dapal dilihat, dibaca,
didcngar, dirasaken dan/atau dinikmati olch vmum,

18 Pajak Pencrangan Jalan adalah pajak atas pengglinaan tenaga listrik, buik
yang dihasilkan scndivi maupun diperoleh dari sumber lain.

I9. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempeat parlkir di luar
badan jalan, baik vans disediskan berkaiizsn dengan pokok usaha maupun
yang disediakan schagal suatu ussha, ternasuk penyediaan tempat
penitipan kendaraan bermotor.

20. Parkir sdalah keadoan tdak bergerak susma kondaman yang tidak bersilat
sCmMenlara.

21. Pajak Sarang Burung Walct adalah pajak atas keglatan pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung walet,

22, Burung Walet adalah satwa yeang termasuk marga collocalio yaitu FuIi!qcatia
fuchliap haga, collvcalia maxing, collocalia esculanta dan eolfocatia Fnchi.

23. Pajak Humi dan Bangunen Perdesaan dan Perkotoon aduluh pajal atas
hwmi dan/atau banpgunan yang dimiliki,dikuasai, dan/ atal dirnunfagtkan
oleh urang pribadi atan Badan, keeuali kawssan voang dipunaken untuk
kegiatan usaha perlkebunan, perhulansn, dan pertambangan

294 Bumi adalah petriukaan bumi vang meliputi tanah  dan persiran
pedalaman serta laut wilayal kabupaten/kota.
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Bangunan adalah lonstruksi telmik yang ditanam alae dilekatiean secarm
letap pada tanah dan/atau poerairan pedalaman dan/atau k.

Milat Jual Ohjek Pajak vang sclanjumya disingkat NJOP adalah barues rela-
rata vang diperolch dood wansaksi jual beli yong rerjadi secars wajar, dan
bilamana tidak lerdupot trangalsi jusl bel, NIOP ditentuksn melalii
perbandingan hares dengan objek lain yang scicnis, alag niad perolchan
bari, alau NJOP pengganti.

Subgek Pajak adalaby orang pribadi atau Badan vang dapat dikenakan
Pajak.

Wajlh Pajuk sdaish orang pribadi alau Hadan, melipull pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajals, vang mempunval hak dan Loemars it aam
perpajakan sesuai dengun ketentuan  peralumin perundang-undangan
perpajakan daceah.

Masy Puyjale adalah jangks waklu 1 (sati) bulan kalender atan jangks
witkiu lain yang distur dingan Peraturan Kepala Dacrah paliog lsma 3
(tiga] bulan kalender, wvane menjach dasar bapi Wajib Pajak uniuk
trenghilung, meovetor, dan melaporkan pajak yane 1erutang,

Tahun Pujak adalah jangka waklu yang lamanya 1 (sam) tshun kalender,
kecuali bila Wajib Pajak mengrumakan talan buku yung tidak sama
dengan lnhun kalender.

Pajak yang lerulany adalah pajak vang harus dibayar pada suain saal
dalam Masa Pajak, dalwun Tahun Pajal, atau delam Bagian Tahun Pajak
sealal dengan ketentuan  peraluran  perundang-undangan  perpajaken
daecral

Penumpulun adalan saaty ranekaisn kewmatan mualad das penghimpunan
data ubjek dan subjek pajak atau reiribusi, ponentuan hesarmva pagjak atau
relribust yang terutang sempai kegiatan penagiban pmjak atan retribosi
kepada Wajlb Pajalt atau Wajil Relribust scrta pongawasan penveloTannya.

Surat Pemberitabnian Pajak Docraly vang selanjulova disingkat SPTPD
adulah  surat yang olell Wajib Pajak diponakan untuk mclaporkan
penghitieasan danfwisw pernbayaran pajok, obiek pajak dan/ataun bukars
ohjelke pajak, danfatau harla dan kewnajiban sesuai dengan ketentuan
perdluran perundang-undangan perpajakan daerah.

Hurat Pemberitahuan Objek Pajak vang selanjuinyn disingkat SPOP adalub
garat vang dipunakan oleh Wajih Pajalo vantuk weloporksn dais 2uhijck dan
chjck Pajak Bumi dan TNunpunan Percesaan den Perkolasn sesusd dengan
ketentuan persiuran perundang undangan perpajakan dacrah.

Surat Sctoran Pajak daerah vang sclanjumya disingkat S8PD adalah bultd
pembayaran  atau penyetoran pajak wvang  telah dilakukan dengan
menggunalan unnulir atao wlah dilakakan dengen cara lain ke kos
tlewrab melall tempat pembayaran yang dilunjuk oleh Kepala Dacral.

sural Ketctapan Pajak Daerabh wang sclanucnya disiongksl SKPTD adalah
sural kelelepan pajak yong menemiukan besarmya jumlah polok pajak
yang terilang,

Gural Pembertahuan Pajak Terutang yang sclanjutnyva disingkan SPPL
adalal sural vang dipunakan untulc memberitehiukan besarnva Pajale Bumi
dan Bangunan Perdessan dan Perkotasn vangd leratang keopaca Wajils

Pajal.
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Surat Ketetapan Myjok Daerah Kurang Baoyer vang sclanjulnys disinglat
SKFDEB adalah surat ketetapan pujak yang menentukan bosarnva jumlah
pokak pajak, jumlah kredit pajek, jumlah kekurangsn pembayaran pokolk
pajak, besarnya sanksi administratif, dun jumlah pajak yeng masih harms
dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang sclanjurnya
disingleat SKPDEBT adalah surat ketelupun pajak yang mencntukan
tambalian alas jumlah pajak vang Ielah ditetapkan.

Sural Ketetapan Pajuk Daerah Nihil yang sclanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat kererapan pujak vang menentuban jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terlilang dan tidak
ada kredit pajak,

Surat Ketetapan [Majak Daerah Lebih Bayer yang sclanjuinys disingkat
SEFDLE adalah surat ketetapan pejak yang menentulkan jumlah kelobihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajek
yang terulang atau seharusnyn tidak terulang.

Surat Tagihan ajak Daerah vang selanjulnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakuksn tagihan pajak dan/ateu sanksi administratif berups
bunga dan/atau denda.

Surat Kegulusan Pemberulan adaluh surat keputisan yang membetulkan
kesalahan (ulis, kesalahan hilung, dan/atau kekeliruan dalam pencrapan
ketentnan  terlentu dalam  peraluran perundang-undangan perpajakan
daerah ysng terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketelupun Pajak Daeragh, Surat Ketetapen Pegak Dacrah Kureng Bayar,
Sural Keletapan Pajak Dacrah Kurang DBayar Tambahan, Sursa Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Sural Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat HKeputusan Pembetulan, atau  Surat
Keprulusan Kecberatan.

Burat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan alas keberatan
terhadap Surat Pemberitshuan Pajak Terurang, Sural Ketctapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajuk Dacrah Kurang Bayar, Surat Kelelapan
Pajake Daernh Kurang Bayor Tambwehen, Surat Ketelapan Pajak Daevah
Nihil, Surat Ketetapan DPajak Daerah Lebih Bavar, atau terhadap
pematongan atal pernungutan olch pibak kelips yang digjultan oleh Wajib
Pajak,

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pejak atas banding
terhadap Sumt Keputusan Keberatan vang digjukan oleh Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suaty proses pencalatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan veng melipuati harta,
kewajiben), wodal, penghasilan dan blaye, serts jumlah harga perolehan
dan penyerahan barang aluu jusa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajek
tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatun menghimpun den mengelola
data, keterungan, danjatau bukii yang dilaksanakan sceara objektit dan
profesiona]  berdasarkan sualu standar pemerikssan untuk  menguji
kepatuhan pemenuban kewyjibun perpajakan daerah dan/atau uniuk
lujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

L



https://jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

48, Penyidilan tindsk pidana dibideng Perpajakan Daerah adalah serangkaian
tindakan  yang  dilakukan  oleh  Penvidik  umiuk mencar sertn
mengumpiikan buli yang dengan bukul i membuat terang tndale pidans
dibidang Perpajakan Lacrah yang lerjadi serta menemukan teras M AT L,

2. Dianlara Keteotuan BAB VI Pasal 79 dan BAR XX asal 50 disasipkan 2
{dua] BAR dun 4 (empar) Pasal schinges berbunyi -

BAB XVIIT A
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 79 A

Walikola dapat meouiup dun mencabut izin usabs bag pengusaha anabila :

A, Melalaikan kewajitvn danfaran selarmna 2 jdua) bulan borturar hun tdak
membayvar pajak atau;

b.  Dengsn scogaia momungut pajak dengan ddak  meresgunskan nota
pembayaran yang sab, scsual dengan jenis objek pajak vang dipingut
alau menmingul bidak disetorkan ke Kas Daerahs

c.  Tidak melayani dengan balk pelupas dan/atou tanpa dasar alasan VHTIE
sall menolak untulk diadokan  lindakan pemerksasn dan  melawan
potugas punenikss yang sah dilenghapl dengan sural (ugas darl Walikold,

BAB XVIII B
PEMEUKUAN, PEMERIESAAN DAN PENGAWASAN

Pasral 79 B

(1] Wajib Pajak vang melalukan usahanva dengan omzes paling  sedildt
Ep. 300.000.000,00 itga raigs juta rupiah] per tabun wajib
menyelengearkan pembuloaan alay Ppencatalor.

(2} Kriteria Wajih Tajok dan perwentuan besaran omeset sertsn lals car
pembukian alan pencatatan sebagaimans dimaksad poda avat [1] diatar
dengan Peraluran Walikota.

Pagal 79 C

(1] Walkota berwenang melskulan pomeriksssn Pojak  Deerah untulk
mengn)l Kepatuban pemenuhan kewajilan perpajalon deerah  dodan
rangkn  nclaksanskan  peraluran  perundang-undsngan perpajakan
claerah.

(2)  Wajib l'ajak vang diperiksa wajib
A, Memperlibatikan  dan/atau meminjamkan  bukn alau  catatan,

dokumen  yane  menjadi dasaraya,  dan daluinen lain AT
berhubungan dengan ehjek pajale yvang remiang;

h. Memiberikun kescmparan unmk  memasuki Tempel HlEun mangan
yang diangesp perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
poemeriksaan; dan/atan

¢, Memberikan keleranean vang diperlulan,

) Ketentuan lelib lanjul mengenai taia cars pemeriksaan Pajak diatur
dengan Peratiiran Walikota,
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(1}

{2)

(3]

(4]

Pagal 79 D

Dalam rengka pengewasan, Walikols alau pejabat yang ditunjuk dupal
melakuksan penungguan alau mencmpatkan peralatan manual manpun
program aplikasi on-line sistom pada objek pajale.

Penungmuan danfalan penempatan  peralaian scbapasimana  dimalksud
pada ayat (1) adalash pengawasen dalam rangks pemantaan dan
penghiningan polensi objek Pajak secara nyata.

Dalam rangka penghilungan potensi oljek pajuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (2], wajib pajak harus mengpunaken peralatan sebapaimana
dimaksiid pada ayal (1).

Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau hilungnya peralatan sebagaimans
dimaisud pada ayal (1) menjadi tanggung jawal Wajib Pajak.

Pazal II

Peraturan actah ind mulai berlaku pada tangpe] diundanekan.

Apar schiap orang mengetahuinya, memernlahksn pongundangan  Peraturan
Draerah ind dengan penempatannya dalam Lembararn Daerah Kota Metro,

Dinndangkan i Metro

Diletankan di Metro
pada Tanges] ; 52 Mard 2016
WALIKOTA METRO,
TR T
s o v NI
ACHMAD PAIRIN

puda Tangpal : 62 land 2016

SEKRETARIS

KOTA METRO,

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR 0.

NOMOR REGISTRASL PERATURAN TAERAH $UTA MOTRO, FROVINST LAMPURG; [3/MTR; 2016)



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 7. TAHUN 2016

TENTANG

FERUEAHAN HEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAE DAERAH

I. TUMUM

Dengan dilerbitkannya Peraturan Daerzb Kota Meto Nomor 2 Tahan
GOLE tentemg Pajak Thaeraly schopnirnana tolah diahody denpan  Pocratiran
Daerak Keta Metre Momor ¥ Tahun 2012 yang merupalan amanat dalaon
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentanp MPajak Daerah dan el ribogs
Dacrah, yang dizusun untuk meningksikon Pendapalan Asli Taerah. Az,
membinyai peldksamaan Pemerintahan Thacrah,

Akan tctapl dalam pelaksanasnnya maosih lerdapat kendala, salah salo
penyebnbnys  adalah peraturan daerah rersebut belum memuat  ataran
mcigousi sansl adiminisiradl, Pembukuan, Pomerkssan don Pengawasan
sehingga porlo dindskan  penyvempurnnan fethadap peraturan daerab vang
dimaksid apar pelaksanaunnva dapal dilakulkan dengan Iebibh prolesional,
terkontrol dan terkoordinasi dengan baik dengis havapan ke depnn alan
ddanya Peningkalin Pendapatan Asli Daersh dar sekior Pujuk Daerat.

II. PASAL DEMI FASAL

Pasal T
Crukoop Jukas,

Faszal 1T
Cudoup jelas.

TAMEBAHAN LEMEARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR .02



